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ABSTRACT

This research aims to make consislencies between the international law of human rights an
related Taws in Indonesia regarding 1o compensation and restitution, The problem is how to set th
compensation and restitution as a form of protection for victims of gross human rights violations i
International Law and National Law Indonesia and to what extent the rules of mmpunsatmn Qr
restitution for victims of human rights violations that have been implemented in practice the judiciar
in Indonesia. The method of this research is normative that used and analyzed law data. This researc!
coundelude two main points: 1) Regulating and giving of compensation and restitution in internationa
law is sufficient. The rights of victims in international practice has also been arranged or undertaken i
tulfillment of certain rights which must be obtained by the victim. Ordering and delivery o
compensation and restitution in the Indonesian national law was not originally considered adeguatc
Th-: rights of victims then get stronger and are recognized in national legal systems when rules or nev
legislation in obtaining compensation and restitution was formulated: and 2) regulation o
compensation and restitution for victims of human rights violations in the judicial practice in Indonesia
in case of the abuse of human rights in East Timor, violations of human rights in Abepura and humar
rights violations in Tanjung Priok.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak Asasi Manusia (TIAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung
vleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya
lidak ada kekuasuan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun
demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya,
Scbab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar
hak asasi orang lain, maka ia harus memperanggungiawabkan perbuatannva.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling
fundamental. ialah hak persamaan dan hak kebebasan.' Berdasarkan kedua hak
dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi
manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Usaha untuk  melindungi  hak asasi manusia ataw HAM  sudah
diperdebatkan sejak waktu menyusun rancangan UUD 1945 di Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Sukamo —
Supomo disatu pihak dan Hatta — Muh. Yamin di lain pihak.* HAM yane dimuat
dalam UUD 1945 mendahului HAM seperti vang dimuat dalam “U niversal

Declaration of Human Right” atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan

I=oroh Hok Asasi Manusio, 2008, diakses melalui http/fwww.vahoolanswers.com pada tanggal
31 maret 2010, jam 16.03 WIB

= Wiyone, S.H, Pengadilan Hak Asasi Manusia df Indonesia, penerbit Xencana, lakarta, 2006,

s




Bangsa-Bangsa, karena Deklarasi tersebut baru tanggal 10 Desember 1948
ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris,”

Separah bangsa [ndonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan,
kesengsaraan dan kesenjangan sosial, vang disebabkan oleh perilaku tidak adil
dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budava, bahasa, agama,
golongan. jenis kelamin dan status sosial lainnva’ Perilaku tidak adil dan
diskriminatil’ lersebul merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik vang
bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau
sebaliknya) maupun horisontal (antarwarga negara sendinl) dan tidak sedikit yang
masuk dalam kategorl pelanggaran hak asasi manusia berat (gross violation of
human rights).

Pada kenyataannya selama lebih enam puluh lima tahun usia Republik
Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi
manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa
penangkapan yang tidak sah, seperti dalam Kasus salah dakwaan Tiga terpidana
<asus pembunuhan seorang anak yang terungkap di Makassar, Sulawesi Selatan
nada tahun 2007 °, penculikan, penganiavaan, perkosaan, penghilangan paksa,
pembunuhan, pemusnahan  kelompok  etnis  tertentu, pembakaran sarana
sendidikan dan tempat ibadah, dan teror bom yang semakin berkembang. Selain

. teriadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat

“Ead hirm o2
Zaluh, Penegakan Hukum don Keadilan Bagi Pedindungon Hak Asosi Manusia, 13 September

20.15WiB

- LErita Kriminal, Kisah Tikus pang Mengoku Gajgh — Mahkomoeh Agung Satalkon Vonis
“2ngadilan, 7 September 2008, diakses melalui http://detaktifromantika. wordpress.com pada
=nggal 22 Mai 2010, jam 09.10 W8




BAB 1V

PENUTUP

KESIMPULAN

pengaluran  pemberian kompensasi  dan  restitusi sebagal bentuk
perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM beral, dalam hukum
Internasional sudah cukup memadai. Hak-hak terhadap korban dalam
praktek internasional juga telah diatur atau diupayakan dalam pemenuhan
beberapa hak yang harus diperoleh korban. Seharusnyva dalam hukum
nasional, Indonesia berpedoman kepada hukum Internasional dalam
membuat peraturan perundang-undangan yvang terkait dengan pemberian
kompensast dan restitust 1nl. Karena dalam hukum nasional Indonesia
pengaturan pemberian kompensasi dan restutust tersebut pada awalnya
tidak memadai, Namun setelah dilakukannya perubahan dan pembuatan
peraturan perundang-undangan yang baru dalam memperoleh kompensasi
dan restitusi, hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui
dalam sistem hukum pasional,

Dalam beberapa kasus pelanpgaran HAM berat dalam praktek peradilan di
Indonesia, baik dalam tragedy kasus Timor-timor, Abepura dan Tanjung
Priok, para korban sama sekali tidak mendapatkan pemberian kompensasi
dan restitusi atas kehilangan anggota keluarganya dan kerugian moril dan
materil yang mereka alami. Hal ini member pesan vang jelas kepada

public bahwa aparat penegak hubum kita belum sepenuhnya memahami
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